
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3881); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

\ --- ·- --- 

Tambahan 
1821); 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang Undana Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undarig- 

156, Undang-Undang 
Pembentukan Daerah 

Lingkungan Daerah 
gai Undang-Undang 

_<.r··· ·---- -------·--·· .uhun 1959 Nomor 73, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 
46/Puu.XI/2016 tanggal 26 Mei 2015, penjelasan Pasal 124 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak 
mempunyai hukum mengikat; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 
G/401/B.Ill/HK/2016 tanggal 14 Juni 2016 tentang 
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi, telah dibatalkan karena bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah ten tang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi; 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

TENT ANG 

BU PAT I LAM PUNG SELATAN 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 1 TAHUN 2017 

Mengingat 

Menimbang 



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. 

6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Infonnatika Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Lampung Selatan. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang me1akukan usaha maupun yang tidak melakukan u saha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan 
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan 
narna dan dalarn bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun 
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, 
atau organiaasi lainnya, 1embaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan 
dari setiap infonnasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, 
suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 
elektromagnetik lainnya. 

10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayarian 
telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 

11. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan- 
bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau 
bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan 
gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya 
dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai sirnpul atau berupa bentuk 
tunggal tanpa sirnpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan 
sebagai sarana penunjang menempatk:an perangkat telekomunikasi. 

12. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan 
mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersarna oleh 
penyelenggara telekomunikasi. 

13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau 
mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
Orang Pribadi atau Sadan. 

15. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

16. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong Retribusi tertentu. 

17. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatk:an jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 
surat ketetapan yang menentukan besarnya jurnlah retribusi yang terutang. 



Retribusi Pengendal.ian Menara Telekomunikasi d.igolongkan sebagai Jenis 
Retribusi Jasa Umum. 

Pasal 5 

BAB III 
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI 

(1) Subyek retribusi adalah orang pribacli atau Badan yang memanfaatkan ruang 
untuk pendirian/pembangunan menara Telekomunikasi. 

(2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah wajib retribusi. 

Pasal 4 

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang 
untuk menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 
keamanan, dan kepentingan umum. 

Pasal3 

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara 'I'elekomunikasi dipungut Retribusi 
atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi di 
Kabupaten Lampung Selalan. 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adaiah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Kelebihan 
Pembayaran Retribusi Karena Jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada 
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan/ atau denda. 

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan, dan SKRDLB yang diajukan o]eh 
Wajib Retribusi. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/ a tau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah dan retribusi daerah, 

24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dila.kukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 



)NO JENIS MENARA NILAJ 
KOEFISIEN I , 

] Menara Tunggal 1.1 
2 Menara Bersama LO [3 Menara Kamuflase 0.9 

I Jum1ah 3.0 

(2) Nilai Koefisien sebagairnana dimaksud pada ayat (1} sebagai berikut : 
a. Koefisien Jenis Menara 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Jasa Pelayanan Pengendalian Menara 
Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut: 
RPMT = KJMT+ KJT x Biaya rata-rata pengawasan dan pengendalian 

2 
Keterangan : 
RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
KJM = Koefisien Jenis Menara 
KJT = Koefisien Jarak Tempuh 

Pasal 9 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

( 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 8 

(1) Prin sip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan untuk 
menutup sebagian biaya penyediaan jasa dan pengendalian menara 
telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi bela.nja 
langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara 
telekomunikasi berupa belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Pakai 
Habis. 

Pasal 7 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN 

DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diukur 
berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian dalam 1 (satu) tahun. 

Pasal 6 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 



(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipurigut dengan meriggunakan SKRD atau dokurnen lain yang 

dipcrsamakan. 

Pasal 13 

BABX 
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, 

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

( 1) Rettibusi terutang terjadi pada saat d itetapkannya SKRD a tau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dapat 
berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 

Pasal 12 

BABIX 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 

Pasal 11 

BABVlll 
MASA RETRIBUSI 

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut di Wilayah Daerah tempat 
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi diberikan. 

Pasal 10 

BABVII 
WILAYAH PUNGUTAN 

(3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebesar Rp. 2.527.100 per Menara per Tahun yang dihitung berdasarkan 
komponen belanja perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis, 

(4) Ketentuan perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

,, 

NO LOKASl./KAWASAN MENARA NILA.I INDEKS 
1 .Jarak Jauh: Kecamatan 1.1 

(Natar, Tanjung Bintang, Jati Agung, 
Ke ta pang, Katibung, Merbau 
Mataram, Tanjung sari, Palas} 

2 Jarak Menengah: Kecamatan 1.0 
(Sidomulyo, Rajabasa, Bakauheni, 
Candipuro, Sragi) 

3 Jarak Dekat: Kecamatan 0.9 
(Kalianda, Penengahan, Way Sulan, 
Way Panji.] 

11 .Iumlah 3.0 

b. Koefisien .Jarak Ternpuh 



(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yangje1as. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya. 

Pasal 17 

BAB XII 
KEBERATAN 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebesar 2 
0/o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal 16 

( 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan 
menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) didahului 
dengan surat teguran. 

(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai tindakan 
awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 {tujuh) hari sejak 
tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat 
peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek Retribusi, Subyek 
Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dirnaksud 
pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Bupati a tau Pejabat yang ditunjuk. 

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 15 

BAB XI 
PENAGIHAN 

( 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. 
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selarnbat-Iarnbatnya 15 (Iima belas) hari sejak 

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
(3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan 

penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 14 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat 
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. 

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disetor secara 
bru to ke Kas Dae rah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan retribusi diatur dengan Peraturan 
Bupati, 



(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
pennohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan 
bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembaJian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 
jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % 
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. 

{7) Tata cara pengernbalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Pera tu ran Bupati, 

Pasal 20 

BAB XIII 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

(1) .Iika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditarnbah imbalan bunga sebesar 
2°/o (dua persen] sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung sejak bulan 
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Pasal 19 

( 1) Bupati dalarn jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan 
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah untuk memberikan 
kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus 
diberi Keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerirna seluruhnya atau 
sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan 

Pasal 18 

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban mernbayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan Retribu si. 



(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah 
melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali 
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa; dan 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun 

tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung seja.k tanggal diterirnanya Surat 
Teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadararmya menyatakan masih 
mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

Pasal 23 

BAB XVI 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

( 1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas 
dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 22 

BAB XV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diberikari kepada Wajib Retribusi, antara lain 
pengangku tan, korban bencana alam, evakuasi dan pelayanan sosial lainnya. 

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 21 

BAB XIV 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN RETRIBUSI 



( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah ; 
a. menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidarig retribusi agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana retribusi ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokurnen-dokumen lain serta rnelakukan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi: 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang, dan/ a tau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan 
Daerah dan Retribusi; 

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan;dan/atau 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum 
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Pasal 25 

BAB XVII 
PENYIDIK.AN 

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 
PROVINS! LAMPUNG: 1/452/LS/2017 

FREDY SM 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 201 7 NOMOR 

Diundangkan di KaJianda, 
padatanggaJ 2017 

SEKRETARIS DAERAJ/ K.ABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN 'HASAN 

Ditetapkan di Kalianda, 
pada tanggal 201 7 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

Pasal 28 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2012 ten tang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang 
dibayar. 

(2} Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. 

(3} Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. 
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BAB.XVIII 
KETENTUAN PIDANA 



Pasal 10 
Cukup Jelas 

Yang dimaksud dengan besarnya tarif retribusi adalah tarif per- 
menara per-tahun yang dihitung berdasarkan komponen belanja 
perjalanan dinas dan belanja barang pakai habis. 

Ayat (3) 

Pasal 1 
Cukup Jelas 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Je]as 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup Jelas 

Pasal 7 
Cukup Jelas 

Pasal 8 
Cukup Jelas 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

I. UMUM 
Sebagai negara yang berdasarkan hukum, aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bemegara termasuk daJam pemungutan retribusi harus 
berdasarkan hukum. Adapun kaidah-kaidah hukum yang dijadikan landasan 
dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten lampung Selatan tentang 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Undang-Undang 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pengendalian 
Menara Telekomunikasi termasuk dalam obyek retribusi jasa umum yakni 
pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badan. 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

TENTANG 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 1 TAHUN 2017 

PENJELASAN 



Pasal 11 
Cukup Jelas 

Pasal 12 
Cukup Jelas 

Pasa1 13 
Cukup Jelas 

Pasal 14 
Cukup Jelas 

Pasal 15 
Cukup .Jelas 

Pasal 16 
Cukup Jelas 

Pasal 17 
Cukup Jelas 

Pasal 18 
Cukup Jelas 

Pasal 19 
Cukup Jelas 

Pasal20 
Cukup Jelas 

Pasal 21 
Cukup Jelas 

Pasal 22 
Cukup Jelas 

Pasal 23 
Cukup Jelas 

Pasal 24 
Cukup .Jelas 

Pasal25 
Cukup Jelas 

Pasal 26 
Cukup Jelas 

Pasal 27 
Cukup Jelas 

Pasal 28 
Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 



ZAINUDIN HASAN 

BUPATI LAMPUNG SELATAN. 

- 
DESKR1PSI BIAYA (Rp)1 JUMtAH BANYA!K JUMLAH KET HARJ1 

Jum.lah Menara 300 - 
I Frekuensi kuniungan menara per tafrurr = 3 kaJj 

-Jurnlah kuniunzan per hari = 2 menara per hari 
Jumlah hari yang digunakan urrtuk mengunjungi rnenara 
= (300 x 3)/2 = 4.SO hari I 3 tim = 150 hari 
1 tim terdiri atas 3 orana 
Belanja perjalanan dinas (biaya rata-rata 
per tahun untuk seluruh kunjungan 
menara 
Transportasi 500..000,- 1so na:ri I 3Ti.m ~25.000.000,- 
Uan:g harian I 387.500"- 150 hari 9a..nmJt 523.12S.OOO - 

_BelCl!!ja bahan habis pakai oer mhun I I ' .. - 
: Pem.bel.ian A'fK 10.000.000,- l Tahun 10.000 .. 000,- 

Total Belanja Per Tahun l 

I 758.125.000,- 
Biaya rata-rata atau tarif pengawasao per 

- 
2.521.0831,33,- 

tahun permenara (total belanja dibagi pembulatan 
jumlah menara] 2.527.lOb,- 

i I 
I I . - 

KETENTUAN PERHITUNGAN TARIF 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2017 
TANGGAL 201 7 


